GUBERNUE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUER DAERAI ISTIMEWA YOOYAKARTA

NOMOR & THHUN 202|

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH
ISTIMEWA YOOYAKARTA NOMOR 76 TAHUN 2018 TENTANG
KEDDUKAN, SUSUNAN ORGANTISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA
KEFJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET

Menimbang

a,

b.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOOYAKARTA,

bahwa tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan
dan Aset telah diatur dalam Peraturan Gubernar
Dacrah Istimewa Yogyalkarta Nomor 76 Tahun 2018
rentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan
dan  Aset  scbapaimana telah  diubah  dengan
Peraturan Gubemur Daerah [stmewa Yogvakarta
Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Daerah Tstimewa Yogvakarta
Nomor TH Tahun 2018 tentang RKedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset;

bahwa berdasarkan sinkronisasi tugas dan lungs
Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap tugas dan fungsi Badan Pengelola
Keuanpan dan Aset;



Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimalksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Gubermur tentang
Perubahan Kedua Alas Peraturan Gubernur Dacrah
Istirmews Yogvakarta Nomor V6 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungs:,
flant Tala Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asel;

Pasal 18 avat [6) Undang Undang Dasar Negara
Fepublik Indonesia Tahun 1945,

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah lstimewa Jogjakarta (Berita
Negara Hepublik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3]
sehagaimana telah diubah beberapa kali terakiar
dengan Undang-Undsng Nomor 9 Tahun 1955
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.
Nomor 19 Tahun 19530 tentang Pembentukan
Daerah  Istimews  Jopjakarta (Lembaran  Negara
FRepublik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,
Tambahan Lembaran WNegara Republik Indonesia
Nomor 827);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang
Keistimewaan Daerah IstiTnewsa Yopyvakaria
(Lembaran Negara Fepublik Indonesia Tahun 2012
Momor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik
[Indomesia Nomor 3339}

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahan 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Repullik Indonesia Nomor 5587,
sebagaimana telah divbah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kera
(Lembaran MNegara Hepublik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Momor 657 3);



Menetaphkan

3. Peraturan Permerintah Nomor 31 Tahun 1950
tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1930 tentang Pembentukan Provinsi Djawa
Timur, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950
tentang Pemmbentukan Daerah Istimewa Jogjalarta,
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Provins: Dijawa Tengah, dan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 19530 tentang
Pembentukan Provinsi Djawa Barail [Berita Negara
Republilk Indonesia Tahun 1950 Naomor 58);

6, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa
Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Eclembagaan Pemerintah Daerah Daerah [stimewa
Yopyvakarta [Lembaran Deerah Daerah Istimewa
Yogyakarta Tahun 2018 Nomor Y, Tambahan
Lembaran Dacerah Dacrah [stimewa Yogvalkarta
Momor 7;

T, Peraturan Gubermmur Daerah Istmewa Yoprvaliarta
Nomor %6 Tahun 2018 tentang Kedudulkan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja
Badan Pengelola Keuangan dan Aset (Berita Dacrah
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 76)
sebagaimana  ftelah  diubah  dengan  Peraiuran
Gubernur Daerah Istimews Yogvakarta Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Gubernur Daerabh Istimewa Yogvakarta Nomor 76
Tahun 2018  tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas. Fungsi, dan Tata Kerja Badan
Pengelola Keuangan dan Asel (Berita Daesrah Daerah
Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomeor 12}

MEMUTUSKAN,
PERATURAN GURERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 7& TAHUN 2018 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI,
AN TATA KERJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN
ASET,



Pasal |
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah
Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang
Kedudukan, SBusunan Organisasi, Tugas, Fuhgsi, dan
Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan dan Asel (Berita
Daerah Daerah lstimewa Yogyakarta Tahun 2018
Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12
Tahun 2020 tentang Perubahan Atas  Peraturan
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76
Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Pengelola
Keuangan dan Aset (Berita Daerah Daerah Istimews
Yogvakarta Tahun 2020 Nomor 12) diubah sebagai
berikut.
1. Ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf h diubah,
sehingea Pasal 3 berbunyi sebagal berikut;
Pasal 3
(1) Susunan organisasi Badan, terdiri atas:
a. Kepala Badan;
h. Sekretarial, terdiri atas:
1. Subbagian Program;
2. Subbagian Keuangan; dan
3. Subbagian Umum.
c. Bidang Anggaran Pendapatan, terdiri
atas:
1. Subbidang Pajak Daerah;
2. Subbidang Ketribusi Daerah; dan
3. Subbidang Pendapatan Lain-lam dan
Dana Transter.

d. Bidang Anggaran Belanja, terdiri atas:

1. Subbidang Anggaran Belanja
Pemerintahan;
2. Subbidang Anggaran Belanja

Perekonomian;



3. Subbidang Anggaran Belanja
Fisik dan Sarana Prasarana; dan

4. Subbidang Anggaran Belanja Sosial
Budaya.

e, Bidang Pengelola Kas Daerah, terdiri atas:

1. Subbidang Pengelola Kas
Pemernntahan;

2. Subbidang Pengelola Kas
Perekonomian;

3. Subbidang Pengelola Kas Fisik dan
Sarana Prasarana; dan

4. Bubbidang Pengelola Kas  Sosial

f

Budaya.

Bidang Bina Administrasi Keuangan
Daerah, terdiri atas:
1,

Subbidang Bina Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota;
Subbidang Bina Pengelolaan
Keuangan Daerah; dan

. Subbidang Bina Administrasi Badan

Usaha Milik Daerah.

g, Bidang Akuntana, terdir atas:

1.

Subbidang Akuntansi
Pertanggungawaban Pemernntahan;
Subbidang Alkuntansi
Pertanggungjawaban Perekonomian;
Subbidang Akuntansi
Pertanggungjawaban Fisik dan Sarana

Prasarana, dan

. Bubbidang Aluntansi

Pertanggungjawaban Sosial Budaya.

h.Bidang Pengelola Barang Milik Daerah,
terdiri atas:

1.

Subhbidang Perencanaan dan

Penatausahaan Barang Milik Daerah;



2, Subbidang Pendayagunaan dan
Pengameanan Barang Milik Daerah;
dan

3, Bubbidang Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah.

i. Unit Pelaksana Telkmis; dan
j. Jabatan Fungsional.

Ketentuan Pasal 23 avat (2) diubah dengan

ketentuan:

a. huruf b diubah;

I, diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 (duaj
huruf vaitu huraf b.1 dan b.2; dan

e, huruf e dihapus;

sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1) Bidang Arggaran Belanja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan anggaran belanja
untuk meningkatkan ketepatan dalam
penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan
flan Belanja Daerah dan rencana perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
kesesuaian  program  dan  kegiatan  antara
kebijakan umum anggaran program  pHoritas
anggaran sementara dan Anggaran Pendapalan
dan Belanja Daerah.

{2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Bidang Anggaran
Belanja mempunyai fungsi:

A. PENVLSUTAT rencana  kermja  Bidang
Anggaran Belama;

b. penviapan bahan rumusan kebijakan teknis
bidang pengelolaan anggaran belanja dan

standar belanja;



b.1

penvusunan  Kebijjakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Program Priontas Anggaran Sementara/
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Program Proritas Anggaran Sementara
Perubahan (KUA PPAS /KUPA PPASPE);

b.2 koordinas: penyusunan EREREA SKPD dan

atau RKAP SKPDy;

penyusunan rancangan Angpgaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

penyusunan rancangan bahan
penghantaran dan nota keuangan Anggaran
Pendapatan dan  Belanja Daerah dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

dihapus;

pemantauan, evaluas, dan  penyusunan
laporan program Bidang Anggaran Belanja;
dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
atasan sesual dengan tugas dan fungsi

Badan.

Kerentuan Pasal 25 ayat (2] diubah dengan

ketentuan

a. hurul b diubah;

b. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 (dua)

huruf yaitu huruf b, 1 dan b.2; dan

e, hurufl d, e dan T dihapus;

schingga Pasal 25 berbunyi sehagai berikut:

Pasal 25

(1) Subbidang Anggaran Belanja Pemerintahan

schagaimana  dimaksud dalam Pasal 24

mempunyvai tugas melaksanalan pengelolasn

anggaran belanja di bidang pemermtahan,



(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1}, Subbidang Anggaran

Belanja Pemerintahan mempunyal fungsi:

=

penvusunan rencana kerja Subbidang
Angparan Belanja Pemerintahan;

penviapan fasibitasi kebijakan  teknis
pengelolaan anggaran  belanja  dan
penvusunan standar belanja di bidang

pernerintahan;

b1 penyvusunan Kebijakan Umum Anggaran

Pendapatan dan Belamja Daerah dan
Program Prioritas Anggaran Sementara/
Kebijjakan Umum Perubahan Anggaran
Program Prioritas Anggaran Sementara
Perubahan {KUA PPAS/KUPA PPASF) di

bidang pemerintahan;

b.2 penyiapan bahan penvusunan RKA SKPD

S T - ¥

dan atau REKAFP BSKFPD di bidang
pemerintahan;

penyusunan rencana Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang pemerintahan;
dihapus;

dihapus;

dihapus;

penviapan bahan penghaniaran dan
nota keuangan Anggaran Pendapatan
dan Pelanja Daersh di  bidang
pemerintahan;

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan kegiatan Subbidang Anggaran
Belanja Pemerintahan; dan

pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan.



Ketentuan Pasal 27 avat (2) diubah dengan

ketentuan:
a. huruf b diubakh;
b. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 {dua)

huruf vaitu huruf b. 1 dan H.2; dan

c. hurufd, e, dan f dihapus;
schingga Pasal 27 berbunyi sebagai herilkut:

Pasal 27

(1} Subbidang Anggaran Belanja Perckonomian

(2)

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayar (1]
huruf d angka 2 berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang

Anggaran Belanja.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada avat (1}, Subbidang Anggaran

Belanja Perekonomian mempunyai fungsi:

.

k.1

penyusunan rencana kerja Subbidang
Anggaran Belanja Perekonomian;
penviapan fasilitasi  kebijakan telmis
pengelolaan  anggaran  belanja  dan
penyusunan standar belanja di bidang
perekonomian;

penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan «dan Belanja Daerah dan
Programn Priontas Anggaran Sementara/
kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Program Proritas Anggaran Sementara
Perubahan [(KUA PPAS/KUPA PPASPF] &

bidang perekonorman;

b.2 penyiapan bahan penyusunan RKA SKPD

d.

dan atau REKAP SKPD di hidang
perekonomian;

PenyUSUnan TETCANA Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
perubzhan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang perekonomian;
dihapus;



¢, dihapus,

f. dihapus;

g. penyiapan bahan penghantaran dan nota
keuangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di lndang perekonomian,

h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan kegiatan Subladang Anggaran
Belanja Perekonomian; dan

i, pelaksanaan tugas lain vang diberikan
oleh atasan sesuai dengan  tugas dan
fungsi Badan.

Ketentuan Pasal 29 ayat (2] diubah dengan

ketentuan

1. huruf by diubah;

2. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 {dusa)

hurufl yaitu huruf b.1 dan b.2;
3. hurufd, e dan f dihapus;
sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 29

(1] Subbidanp Angparan Belanja Fisik dan Sarana
Prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 mempunvai tugas melaksanakan
pengelolaan anggaran belanja di bidang fisik
dan sarana prasarana.

(2) Untuk melaksanakan tugas sechagaimana
dimaksud pada ayat {1], Subbidang Anggaran
Belanja Fisik dan Sarana [Prasarana
mempunyal fungsi
a. penvusunan rencana kerja Subbidang

Anggaran Belanja Fisik dan Sarana
Prasarand;

h. penviapan fasilitasi kebijakan teknis

pengelolaan  anggaran  belamja  dan
penyusunan standar belanja di bidang

fisilt dan sarana prasarana;



b.1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Program Prioritas Anggaran Sementara/
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
Program Prioritas Anggaran Sementara
Perubahan [KUA PPAS/KUPA FPPARP) di
bidang fisik dan sarana prasarana;

b.2 penviapan bahan penyvusunan EKA SKPD
dan atau RKAP SKPD di bidang fisik dan
sarana prasarana;

£, PEMyUSUnAan TENCANA Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah  dan
perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang fisik  dan

Sollela Prasararida,

d. dihapus;
e, dihapus;
f. dihapus;

g.  penyiapan bahan penghantaran dan
nota  keuangan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah dan perubahan
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja
Daerah di bidang fisik dan sarana
Prasarans;

h. pemsntauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan kegiatan Sublbadang Anggaran
Belanja Fisik dan Sarana Prasarana; dan

i, pelaksanaan tugas lain yvang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tupgas dan
Murngai Badan.

Ketentuan Pasal 31 ayat (2] diubah dengan

ketentuan:

a. huruf b diubah:

b, diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 2 {dua)
huruf vaitu huruf b.1 dan b.2;

c. hurufd, ¢ dan f dihapus;

sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:



Mazal 31

(1} Subbidang Anggaran Belanja Sosial Budaya

(2]

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
anggaran belanja di bidang sosial budaya.
Untuk imelaksanakan {ugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Subbidang Anggarar
Belanja Sosial Budaya mempunyai fungsi:

g, penyusunan rencana kerja  Subbidang
Anggaran Belanja Sosial Budaya;

b. penyiapan fasilitasi  kebijakan  teknis
pengelolaan  anggaran  belanja  dan
penyusunan standar belanja di bidang
sogial budayva;

b1 penyusunan Kebijakan Umum Anggaran
Pendapatan dan  Belanja  Daerah  dan
Program Prioritas Anggaran Sementara/
Kebijakan Umum Perubahan Anggaran
FProgram Proritas Anggaran Sementara
Perubahan (KUA PPAS/KUPA PPASP di
bidang sosial budaya;

b.2 penyiapan bahan penyusunan RKA SKPD
dan atau RKAP SKPD di bidang sosial
budaya;

C. penyusunan rencana Anggaran
I'endapatan dan Belanja Daerah dan
perubahan  Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang sosial budaya;

d. dihapus;

e. dihapus;

f. dihapus;

g penyiapan bahan penghantaran dan nota
keuangan Anpgaran  Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang sosial budava;

h. pemantauan, evaluasi dan penyusunan
laporan  kegiatan Subbidang Angparan
Belamja Sosial Budaya; dan



1. pelaksanaan tugas lain vang dibenkan
oleh  atasan sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan.

ketentuan Pasal 33 ayat (2] diubah dengan

kertentuan:

a. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 3 (tga)

huruf vaitu huruf b.1, b.2 dan h.3;

b, huruf e diubah;
schingga Pasal 33 berbunyvi sebagai berikut:

{1}

(2)

Pasal 33

Bidang Pengelola Kas Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32 mempunyail

tugas melaksanakan pengelolaan kas

daerah unmuk meningkatkan keakuratan

dalam penatausahaan keuangan daerah,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada avat (1), Bidang Pengelola

Kas Daerah mempunyai fungsi:

A penyusunan rencana kerja Bidang
Pengelola Kas Daerah;

b. penyiapan bahan rumusan kebijjalkan
teknis bidang pengelola kas daerah;

b.1  pelaksanaan koordinasi pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran {DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran |DPPA) SKPL,;

h.2 penyusunan anggaran kas dan
Surat Penyediaan Dana (SPD) SKPD;

b.3 pelaksanaan koordinas  pencerbitan
SPD;

. penvusunan kebutuhan gaji pegawai
negeri sipil;

d. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan
potongan pihak ketiga;

e, pelaksanaan koordinasi  pencatatan
penerimaan dan pelaksanaan

pengeluaran atas beban kas daerah;



penerbitan surat perintah pencairan
dana (SP20;

£, pengendalian pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah;

h. pemantauan. evaluasi, dan
Penyusunan laporan program Bidang
Pengelola Kas Daerah; dan

1, pelaksanaan tugas lain Vang
diberikan oleh atasan sesuai dengan
tugas dan fungsi Badan,

Ketentuan Pasal 35 ayat (2] diubah dengan
ketentuan:
a. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 3 [tiga)
huruf yaitu huruf b.1, b.2 dan b.3;
b, hurufe diubah;
schingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 35
(1] BSubbidang Pengelola Kas Pemerintahan
scbagaimana dimaksud dalam Pasal 34
mempunyai tgas melaksanakan urisan
pengelolaan kas di idang pemerintahan.
(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Subbidang
Pengelola Kas Pemerntahan mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana kerja
Subbidang Pengelola Kas
Pemerintahann;

b. penyiapan fasilitasi  kebijjakan
teknis  pengelola kas di bidang
pemerintahan;

b.1  pelaksanaan koordinasi pengesahan
Dolumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DFPA) SKPD  di  hidang

pemerintahan;



h.2

penyiapan  bahan  penyusunan
ANEEAran kas dan surat
Penyediaan Dana (SPD) SKPD di
bidang pemerintahat;

poenyviapan pelaksanaan koordinasi

penerbitan SPD di hidang
pemenintahan;
pencatatan peneritmaan,

penatausahaan, dan pengendalian
pengeluaran atas beban rekening
lkkas daerah oleh bank yvang
ditunjul di bidang pemerintahan;
penghimpunan data gajl pegawal
negeri sipil DIY beserta
tunjangannya  pada  pengguna
anggaran /kuasa PETIERUNIA
anggaran, potongan pihak ketiga
vang terdiri atas iuran wajib
pegawai, tabungan perumahan,
dan iuran Pemerintah Daerah di
bidang pemerintahan;

pengujian atas tagihan pihak ketiga
dan surat perintah membayar yang
diajulan oleh pengeuna
anggaran /luasa pengEuna
anggaran atas beban rekening kas
daerah di bidang pemernintahan:
penyiapan bahan penolakan sural
perintah membayar dan draft surat
perintah pencairan dana di bidang
pemerintahan;

pengendalian pelaksanaan realisasi
keuangan Anggaran  Pendapatan
dan Belanja Daerah di  bidang
pemerintahan;

POMTOSESATL surat keterangan

pemberhentian pembayaran;



ketentuan

ketentuan:

Penvusunan laporan realisasi
pendapatan dan pengeluaran
Angoaran Pendapatan dan Belamja
Daerah secara berkala di bidang
pemernntahan;

pPemAantauan, evaluasi, dan
pPenyusunan laporan kegiatan
Subbidang Pengelola Kas
Pemerintahan; dan

pelaksanaan tugas lain yang
diberilkkan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsi Badan.

Pasal 37 ayat (2] diubah dengan

a. diantara huruf b dan huruaf ¢ disisipkan 3 (tiga)

huruf yaitu buruf b1, B.2 dan b.3; dan
b. huruf ¢ diubah;
sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikur:

(1)

(<)

Pasal 37

Subbidang Pengelola Kas Perckonomiat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36

mempunyal tugas melaksanakan urusan

pengelolaan kas di bidang perekonomian.

Uniuk melaksanalkan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang
Pengelola Kas Perekonomian mempunyai

fungsi:

a. PETLV U SUTIAT rencansg kerja
Subbidang Pengelola Kas
Perekonomian;

penyiapan fasilitasi kebijakan
teknis pengelola kas di bidang

perekonomian;



b.2

pelaksanaan koordinasi pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA} SKPD di bidang
perckonomian;

penviapan  bahan  penyuasunan

ANEEATan kas dan Surat
Penvediaan Dama (SPD) SKFPD di
bidang perelkonomian;

b.3 penyviapan pclaksanaan koordinasi
penerbitan SPD di bidang
perekonomian;
pencatatan penerimasn,

d.

penatausahaan, dan pengendabian
pengeluaran atas beban rekening
kas daerah oleh bank wvang
ditunjuk di bidang perekonomian;
penghimpunan data gaji pegawai
negeri sipil DY beserta
tunjangannya  pada  perangkat
dacrah, potongan pihak ketiga vang
terdiri atas iuaran wajib pegawai,
tabungan perumahan, dan iuran
Pemerintah Daerah di  bidang
perekonomian;

pengujian atas tagihan pihals ketiga
dan surat perintah membayar yang
digjukan oleh Pengguna
anggaran/kuasa pengguna
anggparan atas beban rekening kas
dacrah di hidang perekonomian;
penyiapan bahan penolakan surat
perintah membayar, surat perintah
PENCAITAT dana di bidang

perckonomian;



=8 pengendalian pelaksanaan realisasi
keuangan Anggaran Pendapatan
dan BRBelanja Daerah di bidang
perckonomian ;

h. pemrosesan surat lketerangan
pemberhentian pembayaran;

i, PEnyUSunan laporan realisasi
pendapatan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah secara berkala di bidang
perekonormian;

¢ pemantauan, evaluas, dan
POTIYL SUTATD laporan kegiatan
subbidang Pengelola Kas
Perekonomian; dan

lc. pelaksanaan tugas lain yang
diberilkan oleh atasan sesual

dengan tugas dan fungsi Badan.

10. Ketentuan Pasal 39 avat (2] diubah dengan

ketentuan:
a. diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 3 [tiga]

huruf yaitu huraf b1, h.2 dan b.3;
b. huruf ¢ diubah;
sehingea Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

i)

(2]

Pasal 39

Subbidang Pengelola Kas Fisik dan
Sarana Prasarana sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 38 mempunyal tugas
melaksanakan pengelolasn kas di bhidang
fizik dan sarana prasarana.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada avat (1), Subbidang
Pengelola Kas Fisik dan Sarana Prasarana
mempunyai fungsi:
a4, penyusunan rencana kerja Subbidang

Pengelola Kas Fisik dan  Sarana

Prasarana;




b.1

b2

b.3

penyviapan fasilitasi kebijakan teknis
pengelolaan kas di bidang fisik dan
SATANA Prasarana;

pelaksanaan koordinasi  pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) SKPD di bidang fisik
dan sarana prasarana;

Penylapan bahan pPeEOyVUsSunan
ATIEEAT AT kas dan Surat
Ponyediaan  Dana  (SPD) SKPD di
bidang fhsik dan sarana prasarana;
penyiapan pelaksanaan  koordinasi
penerbitan SPD  di bidang fisik dan
sarana prasarana;

pencatatan penerimaan,
penatausahaan, dan pengendalian
pengeluaran atas beban rekening kas
daerah oleh bank yang ditunjuk di
bidang hsik dan sarana prasarana;
penghimpunan data gaji pegawai
negeri sipil DIY beserta tunjangannya
pada pengguna  anggaran/kuasa
PUNEEUNA anggaran, potongan pihak
ketiga yvang terdiri atas iuran wajb
pegawal, tabungan perumahan, dan
iuran Pemernntah Dacrah di bidang
fisik dan sarana prasarans;
pengujian atas tagihan pihak ketiga
dan surat perintah membayar yang
diajukan oleh pengguna
anggaran/kuasa pengguna
anggaran atas beban rekening kas
daerah di bidang fisik dan =sarana

prasarana;



11.

f. penyviapan bahan penclakan surat
perintah membayar, surat perintah
pencairan dana < bidang fisik dan
SATrANA Prasarana;

g. pengendalian  pelaltsanaan  realisasi
keuangan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang sk dan
sarana prasararna,

h. pemrosesan surat keterangan
pemberhentian pembayvaran;

1.  penyusunan laporan realisasi
pendapatan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah secara berkala di bidang fisik
dan sarana PTHESATATLE,

j. pemantauan, evaluasi, dan
PENYLUSUNATL laporan kegiatan
Subbidang Pengelola Kas Fisik dan
Sarana Prasarana; dan

k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan.

Ketentuan  Pasal 41 avat (2) diubah  dengan
ketentuan
A, diantara hurufl b dan huruf ¢ disisipkan 3 [tiga)
huraf yaitu hurif b1, b.2 dan bh.3;
b, hurul ¢ diubah;
sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 41
(1) Subbidang Pengelola Kas Sosial Budaya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
mempLnyal tugas melaksanakan
pengelolaan kas di bidang sosial budayva,
2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimalksud pada ayat (1), Subbidang
Pengelola Kas Sosial Budaya mempunyai

fungsi:



b.1l

b.2

penyusunan rencana keria
Subbidang Pengelola Kas Sosial
Budaya;

penviapan famlitas: kebijakan
teknis pengelolaan kas di bidang
sosial budaya;

pelaksanaan koordinasi pengesahan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA}
dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan
Anggaran (DPPA) SKPD di hidang
sosial budaya:

penyiapan  bahan PENYUSUTIAT
ANggAaran kas dan Sural
Penyediaan Dana [SPD) 3KPLD
hidang sosial budaya;

b3 penyiapan pelaksanaan koordinasi

penerbitan SPD di bidang sosial
hudava;

pencatatan PUTICTITIAATL,
penatausahaan, dan pengendalian
pengeluaran atas beban rekening
kas daerah oleh bank wvang
ditunjulc di bidang sosial budaya;
penghimpunan data gaji pegawal
negeri sipil DY beserta
tunjangannya pada pengguna
anggaran/ kuasa PENgEna
anggaran, potongan mhak ketiga
yang terdin atas iuran wajib
pegawai, tabungan  perumahan,
dan iuran Pemerintah Daerah di

bidang sosial budaya;



12. Ketentuan
ketentuan:

pengujian  atas tagihan pihak
Lketiga dan surat perintah
membayar yang diajukan  oleh
pPenggEuna anggaran, kuasa
Pengguna anggaran atas beban
rekening kas daerah di bidang
sosial budaya,

penyiapan bahan penolakan surat
perintah membayar, surat perintah
pencairan dana di bidang sosial
budayva;

pengendalian pelaksanaan realisasi
keuangan Anggaran Pendapatan
dan Boelama Daecrah di bidang
sosial budava;

PEMTosesan suratl keterangan
pemberhentan pembavaran;
PeNyLUSUTIAN laporan realisasi
pendapatan dan pengeluaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah secara berkala di bidang
sosial budava;

pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbidang Pengelola Kas Sosial
Budaya; dan

pelaksanaan  tugas lain yang
diberikan oleh atasan  sesual
dengan tugas dan fungsi Badan.
Pasal 43 avat (2) diubah dengan

a. huruf g dan hurut h diubah; dan
b. huruf i1 dihapus;
sehingpa Pasal 43 berbuny sebagai berikut:



iy

(<]

Pasal 43
Bidang Bma Administirasi Keuangan
Dacrah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42 mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan administrasi keuangan
dacrah untuk meningkatkan persentase

kinerja pombinaan pengelolaan keuangan

daerah Pemerintah Daerah serta
Rancangan Peraturan Daerah
Fertanggungiawaban Anggaran

Pendapatan dan Belanja Dacrah.

Untul melaksanakan tugas schagaimana

dimaksud pada aval (1), Bidang Bina

Administrasi Keuangan Daerah

mempunyai fungsi:

A penyusunan rencansa kerja Bidang
Bina Administrasi Keuangan Daerah;

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis bidang bina administrasi
keyangan daerah;

¢. pelaksanasn evaluasi rancat gan

Anggaran Pendapatan dan  Belanja

Daerah, perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Dacrah, dan
pertanggungjawaban Angparan

MPendapatan  dan  Belanja Daerah
Kabupaten/Kota;

d. pengoordinasian pembinaan
pengelalaan keuangan pada
Kabupaten /Kota;

€. perumusan kebijjakan  pengelolaan
kevangan daerah;

f. pembinaan pengelolaan keuangan
dacrah;

g£. pembinaan badan usaha milik daerah

dan badan usaha kredit pedesasan;



h. pembinaan adminisirasi badan
layanan umum daerah;

i. dihapus;

i. pemantanan, evaluasi, dan

penvusunan laporan program DBidang
Bina Administrasi Keouangan Daerah;
dan

k. pelaksanaan tugas lain yang dibemkan
oleh  atasan sesual dengan tugas dan

fungsi Badan.

13. EKetentuan Pasal 47 ayat (1), ayat [(2) huruf b dan

huruf ¢ diubah, sehingga Pasal 47 berbunyl sebagai

berikut:

(1)

(2]

Pasal 47

Subbidang Bina Pengelolaan Keuahgan

Daerah schagaimana dimaksud dalam Pasal

46 MEMpPUNyai lgas melaksanakan

pembinaan  administrasi  pengelolaan

keuangan daerah dan administras
pengelalaan badan layanan wmum
daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada avat (1}, Subbidang Bina

Pengelolaan Keuangan Daerah mempunyai

fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang
Bina Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. penviapan fasilitasi kebijakan teknis
pembinaan administrasi  pengelolaan
keuangan daerah dan administrasi
pengelolaan  badan  layanan  umum

daerah;



¢, penyiapan bahan penetapan koordinator
pengelola  keuangan daerah, pejabat
pengelola keuangan daerah, pejabat
pENggUNA anggaran/pengguna  barang
daerah dan kuasa pengguna
anggaran; kuasa PENEEUNA barang
daerah;

d. penyviapan bahan penetapan bendahara
dan bendahara pembantu;

e. penyiapan bahan pembinaan
administrasi pengelolaan keuangan
daerah dan administrasi pengelolaan
hadan layanan umum daerah;

f. pemantavan, evaluasi, dan penyusunan
laporan  kegiatan  Subbidang  Bina
Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

g, pelaksanaan tugas lain yang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan.

14. Ketentuan Pasal 51 avat (2] diubah dengan

ketentuan:

a. huruf i dihapus; dan

b. diantara huruf i dan huruf j disisipkan dua

huruf yaitu huruf i.1 dan i2;

sehingga Pasal 51 berbunyi sebagal benlkut:

(1]

(2]

Pasal 51

Bidang Alkuntansi sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 50 mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan
akunransi untuk meningkatkan ketepatan
walktu penyampaian dan  kelengkapan
laporan keuangan,

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), DBidang
Akuntansi mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Bidang

Alountansi;



L2

il

1.2

penyiapan hahan T SAan
kebijakan teknis bidang akuntansi;
perumusan  kebijakan penyusunan
laporan keuangan daerah dan
pertangpungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

pengoordinasian penyusunan
laporan realisasi bulanan dan
triwulanan;

pengoordinasian penyusunan
laporan realisasi semesteran dan
Prognosis;

pengoordinasian penyvusunan
laporan realisasi Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah,
neraca, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, laporan
perubahan saldo anggaran  lebih,
laporan armis kas, dan catatan atas
laporan keuangan;

perumusan kebijakan akuntans dan

s15tem akuntansi Pemerintah
Daerah;
POTYLLSUNAT laporan realisasi

leenangan dana Non-Angearan
Pendapatan dan Belanja Daerah;
dihapus;

penvusunan tanggapan/tindak lanjut
terhadap LHP BPFK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APBD:

Penyviapan bahan rumusan kebijakan
tuniutan ganti ragi (TP-TGR);
pemantatan, evaluasi, ddan
penyusunan laporan PTrOETAIT

Bidang Akuntansi; dan



k. pelaksanaan nigas lain YHNE
diberikan  oleh Alasan  scsuai

dengan tugas dan fungsi Badan.

15, Ketentuan Pasal 53 avat (2] huruf i dan huruf j

disisipkan 2 (dua) huruf vaitu huruf 1.1 dan i.2,

schingea Pasal 533 berbunyvi sebagai berikut:

(1)

(2)

Pasal 53
Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban
Pemerintahan sebagaimana  dimalisud
dalam = Pasal 22 mempunyal  tugas
melalcsanalkan  pengelolasn akuntansi
pertanggungjawaban di bidang
pemerintahan.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang
Aluntansi Pertanggung jawaban
Pemerintahan mempunyai fungsi:
#. penyvusunan rencana kerja Subbidang
Akuntansi Pertanggungjawaban
Pemermtahan;

b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis

pengelolaan aluntansi
pertanggungjawaban cli bidang
pemerintahan;

¢. pencatatan dan penyusunan laporan
reqalisasi bulanan dan triwulanan di
bidang pemerintahan;

d. pencatatan dan penyusunan laporan
realisasi semester pertama dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutmya di

bidang pemeriniahan;



1 |

penyusunan laporan keuangan
Pemerintah  Daerah vang terdiri atas
laporan realisasi  anggaran, reTaca,
laporan operasional, laporan perubahan
ckuitas, laporan perubahan saldo
anggaran lebih, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan
Indang pemerintahan:

pencatatan dan penyusunan laporan
pertangsung  jawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah akhir tahun dari perangkat
daerah /pejabat pengelola  keuangan
daerah di bidang pemerintahan vang
terdiri atas laporan realisasi anpparan,
laporan  perubahan  salde anggaran
lebih, neraca, laporan operasional,
laporan arus kas, laporan perubahan
ekuitas, dan catatan atas laporan
keuangan di bidang pemerintghan;
penyiapan bahan nota penghantaran
pertanggung  jawaban pelalcsanaan
Anggaran  Pendapatan dan  Belanja
Daerah di bidang pemerintahan;
penyiapan  bahan penetapan  kuasa
pengEuna  anggaran/kuasa  pengguns
harang dana non Anggaran Pendapatan
dan  Belanja Daerah di  bidang
pemerintahan;

penyusunan laporan keuangan dana
non Anggaran Pendapatan dan Belanja
Traerah di bidang pemerintahan;

penviapan bahan PENYUSLUTIAL
tanggapan/ tindak lanjut terhadap LHP
BPK atas Laporan
Pertangsungjawaban Pelaksanaan

APED di bidang pemerintahan;



i.2 menyiapkan bahan pelaksanaan proses
penyelesalan  admimistrasi  TP-TGR  dan
melakulan pemantauan pemveleaaian
tanggungan TP-TGR di bidang
pemerintahan ;

j. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan kegiatan Subbidang Akuntansi
Pertanggung jawaban Pemerintahan;
dan

k. pelaksanaan tugas lain vang diberikan
oleh atasan sesual dengan tugas dan
fungsi Badan.

16, Ketentuan Pasal 55 ayat (2) diubah dengan
ketentuan:

a, diantara huruf b dan huruf ¢ disisipkan 1 (satu)

huraf vaitu huruf b.1;

b. diantara huraf h dan huruf i disisipkan 2 (dua)

huruf vaitu huruf h.1 dan bh.2;

sehinpea Pasal 35 berbunyi sebaga benkut:

Pagal 55

(1) Subbidang Akuntansi Pertanggungjawaban
Perelconomian  schagaimana  dimaksud
dalam Pasal 354 mempunyai tugas
melaksanakan  pengelolaan akuntans:
pertanggungjawaban i bidang
perckonomian.

(2} Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang
Alkuntansi Pertanggungjawaban
FPerekonomian mempunyai fungsi:

A. penyusunan rencana lkerja Subbidang
Alcuntansi Pertanggungjawaban
Perekonomian;

b. penyiapan fasilitasi kebijakan tekmis
pengelolaan akuntansi
pertanggungawaban di bidang

perekonomian;



h.] pencatatan dan penvusunan laporan

realisasi bulanan dan triwulanan di
bidang perekonomian;

pencatatan dan penyvusunan laporan
Tealisasi semester pertama  dan
prognosts 6 (enam) bulan berikutnya di
bidang perekonomian;

penyusunan Laporan Keuangan
Pemerintah Daerah vang terdiri atas
laporan realisasi anggaran, neraca,
laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, laporan perubahan
saldo anggaran  lebih, laporan arus
kas, dan catatan  atas laporan
keuangan di bidang perekonomian;
pencatatan dan penyusunan laporan
pertanggung jawaban  pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah akhir tahun dan perangkat
daerah /pejabat pengelola keuangan
daerah di bidang perckonomian vang
terdiri atas laporan realisasi anggaran,
laporan perubahan saldo anggaran
lebih, neraca, laporan operasional,
laporan arus kas, laporan perubaban
ckuitas, dan catatan atas laporan
keuangan di bidang perelkonomian;
penyiapan bahan nota penghantaran
pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di bidang perckonomian;
penviapan bahan penetapan kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang dana non Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah i
bidang perelkonomian;



h. penyusunan laporan keuangan dana

Non Anggparan Pendapatan dan Belanja
Daerah di bidang perekonomian;

h.1 penyiapan bahan penyusunan

tanggapan, tindak lanjut terhadap
LHP BPK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
APED di hidang perekonomian;

h.2 menviapkan bahan pelaksanaan proses

penvelesaian administrasi TP-TGRE  dan
melakukan pemantauan  penyelesaian
tanggungan TP-TGR di hidang
poerckonomian;

pemantauan, evaluasi, dan penyusunan
laporan  kegiatan Subbidang Akuntasi
Pertanggungjawaban Perekonomian; dan
pelaksanaan tugas lain vang diberikcan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan.

17, Ketentuan Pasal 57 avat [2) diantara huruf 1 dan

hurufl | disisipkan 2 (dua) huruf vaitu hurufi.1 dan

1.2, sehingga berbunyi sebapgai berikut:

{1}

(2]

Pasal 57

Subbidang Akuntansi
Pertangpungjawaban Fisik dan Sarana
Prasarana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 56 mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan akuntansi
pertanggungjawaban di bidang fisik dan
sarana prasarana.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada aval (1), Subbidang
Alkuntansi Pertanggungjawaban Fisik dan

Sarana Prasarana mempunyal fungsi:



penyusunan rencana kerja Subbidang
Akuntansi Pertanggungjawaban Fisik
dan Sarana Prasarana;

penyiapan fasilitasi kebijakan teknis
pengelolaan akuntansi
pertanggungjawaban fisik dan sarana
prasarana,

pencatatan dan penyusunan laporan
realisasi bulanan dan triwulanan di
bidang fisik dan sarana prasarana;
pencatatan dan penyusunan laporan
realisasi semester pertama dan
prognosis 6 (enam) bulan beritkuinya
di bidang fisik dan sarana prasarana;
PenyusunEan laporan keuangan
Pemerintah Daerah yvang terdiri atas
laporan realisasi anggaran, laporan
perubahan  saldo anggsaran lebih,
neraca, laporan operasional, laporan
perubahan  ekuitas, laporan  arus
kas, dan catatan atas laporan
keusangan di bidang fisik dan sarana
pPrasarana;

pencatatan dan penyusunan laporan
pertanggung  jawaban  pelaksanaan
Angpgaran Pendapatan dan Belanja
Daerah akhir tahun dar perangkat
daerah/pejabat pengelola keuangan
daerah di bidang fisik dan sarana
prasarana yang terdinn dan laporan
realisasi ANPEATan, laporan
perubahan  saldo anggaran  lchih,
neraca, laporan operasional, laporan
perubahan ckuitas, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan di

bidang fisik dan sarana prasarana;



g. penylapan bahan nota penghantaran
pertanggungiawaban pelaksanaarn
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah di bhidang fAsik dan sarana
prasarana,;

h. penyiapan bahan penetapan kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang dana Ion Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah di
bidang fisik dan sarana prasarana;

i, penyusunan laporan keuangan dana
o Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah di bidang fisik dan
SATANA PTASArana;

i.1 penyiapan hahan penyusunan
tanggapan, tndak lanjut terhadap
LHP BPK atas Laporan
Pertanggungawaban Pelaksanaan
APBD di bidang fimk dan sarana
prasarana,

i.2 penyiapan bahan pelaksanaan proses
penyvelesaian  administrasi TP-TGR dan
melakukan  pemantauan penyvelesaian
tanggungan TP-TGR di bidang fisik dan
SATANA Prasarana;

j- pemantauan, evaluasi, dan
PEnVUBLNEAT laporan kegiatan
Subbidang Akuntansi Pertanggung
jawaban Fisik dan Sarana Prasarans,
dan

k. pelaksanaan fugas lain yang
diberikan oleh atasan sesual dengan
tugas dan fungsi Badan.

18, Ketentuan Pasal 59 avat (2) diantara huruf i dan
huruf j disisipkan 2 (dua) huruf yaitu huraf 1.1 dan

i.2. sehingga berbunyi scbagai benkut:



(1)
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Pasal 59

Subbidang Aluntansi Pertanggungjawaban

Sosial Budaya sebagaimana dimalksud

dalam Pasal 58 mempunyai tgas

melaltsanalkan UL SHT akuntarns
pertanggungjawaban di bidang  sosial
budaya.

Untulr melaksanakan tugas schagaimansa

dimaksud pada avat{1), Subbidang

Akuntansi  pertangsungjawaban  Sosial

Budaya mempunyai fungsi:

a. penyusunan rencana kerja Subbidang
Akuntansi Pertanggungjawaban Sosial
Budava;

b. penyiapan fasilitasi kebijakan teknis
pengelolaan altuntansi
pertanggungjawaban sosial budaya;

c. pencatatan dan penyusunan laporan
realisasi bulanan dan triwulanan di
hidang sosial budaya;

d. pencatatan dan penyusunan laporan
realisasi semester  pertama dan
prognosis 6 (enam) bulan berikutnya di
hidang sosial budaya;

2, Penyusunan laporan keuangan
Pemerintah Daerah yang terdiri atas
laporan tealisasi anggaran, laporan
perubahan  salde anggaran  lebih,
neracd, laporan operasional, laporan
perubahan ekuitas, laporan arus kas,
dan catatan atas laporan keuangan di
bidang sosial budaya;



il
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pencatatan dan penyusunan laporan
perianggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah akhir tahun dari perangkat
daerah /pejabat pengelola keuangan
daerah di bidang sosial budayva vang
terdiri atas laporan realisasi anggaran,
laporan  perubahan saldo anggaran
lebih, neraca, laporan operasional,
laporan perubahan ekuitas, laporan
arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan di bidang sosial budaya;
penyviapan bahan mota penghantaran
pertanggung jawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah di bidang sosial budaya;
penviapan bahan penetapan kuasa
pengguna anggaran/kuasa pengguna
barang dana 110N Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah i
bidang sosial budaya;
penyusunan laporan keuangan dana
non Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah i hidang sosial
budaya;

penyiapan bahan PenyLSunan
tanggapan,/ tindak lanjut terhadap
LHF BFK atas Laporan
Pertanggungjawaban Pelaksanasan
APPBD di bidang sosial budaya;
penyiapan bhahan pelaksanaan proses
penyelesaian  administrasi TP-TGR  dan
melakukan  pemantauan  penvelesaian
tanggungan TP-TGR di bidang sosial

hudaya;

I R LA
R T



pemantauan, evaluasi, dan
penyusunan laporan kegiatan
Subbidang Akuntansi Pertanggung
jawaban Sosial Budaya; dan

K. pelaksanasn tugas lain vang diberilcan

oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsi Badan.

19_ Ketentuan  Pasal 61 ayat (2) diubah dengan

ketentuan:

A,

k.

disntara huruf ¢ dan d disisipkan 1 (satu)
huruf vaitu hurufel; dan
huruf h dihapuas;

sehingga Pasal 61 berbunyl sebapai berilout:

(1

2}

Pasal 61
Bidang Pengelola Barang Milikk Daerah

scbagaimana dimalksud dalam Pasal &0
mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan
barang milik daerah untuk meningkatkan
persentase pengelolaan barang milik daerah
vang dikelola sesuai prosedur dan jumlah
potensi barang milk  daerah vang
didayapgunalian.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengelola

Parang Milik Daerah mempunvai fungsi:

A, penyusunan rencana  kerja bidang
pengelola barang milik daerah;

b. penyiapan bahan rumusan kebijakan
teknis bidang pengelolaan barang milik
daerah:

c. pengoordinasian pengelolaan barang milik
daerah;

.l penvelenggaraan koordinasi penyusunan
standar harga barang/jasa berdasarkan
Jjenis dan tipe barang/jasa;

d. perencanasn  pengelolaan  barang  milik
daerah;



¢, pelaksanaan penatausahaan barang milik
daerah;

f. pelaksanaan permanfaatan dan
pendayagunaan barang milik daerah;

g. pelaksanaan pemindahtanganan barang
milik daerah;

h. dihapus;

l. pelaksanaan  pembinaan  pengelolasn
barang milik daerah:

j. pemantauan, evaluasi, dan PEILYUSUNAD
laporan program bidang pengelola barang
milik daerah; dan

k. pelaksanaan fugas lain vang diberikan
oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan,

20, Ketentuan FPasal 62 diubah, sehingga berbunyi
schagal berikur:
Pasal 62

{1) Subbidang Perencanaan dan
Penatausahasn Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) huruf h angka 1 berkedudukan di
bawah dan bertangsung jawab kepada
Kepala Bidang Pengelola Barang Milik
Daerah.

2] =Subbidang Perencanaan dan
Penatausahaan Barang Milik  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbidang.

21. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut;
Pasal 63

(1) Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan
Barang Milile Daerah sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 62 mempunyai
Tuagas melaksanakan Perencanaan dan

Penatausahaan barang  milik daergh.



(2] Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud pada avat (1), Subbidang

Perencanaan dan Penalausahasan Barang

Milikk Daerah mempunyai fungsi:

.

penyusunan rencana kerja Subbidang
Perencanaan dan Penatausahaan

Barang Milik Daecrah;

. penyiapan bahan penyusunan dan

melaksanakan  kebijakan PErENCATIAA,
penatausahaan dan  inventarisasi barang
milik daerah serta petunjuk teknisnva;
penyliapan bahan pembinaan, pengawasan
dan pengendalian  terkait  perencanaan,
penatausahaan dan inventarisasi barang
milik daerah perangkat daerah dan BLUD;
penviapan pengumpulan bahan penelaahan
dan bahan penetapan rencana kebutuhan
barang milik daerah (REKBMD)], perubahan
EKBMD dan penyusunan REBMD dalam
kondisi darurat;

penyusunan penetapan status penggunaan
barang milik daerah;

penviapan bahan dan pelaksanaan
koordinasi penatausahaan barang milik
daerah melalui kegiatan rekonsiliasi barang
milik daerah dalam mendukung penyusunan
NETACH;

penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan
penilaian barang milik daerah dalam rangka
penatausahaan barang milik daerah;
penyviapan  bahan pelaksanaan fasilitas
sertifikasi dan penatausahaan
data/dokumen kepemilikan barang milik
daerah tak bergerak:



i.

penyiapan bahan penyusunan dan
pelaksanaan kebijakan penvusutan barang
nilik daerah;

penyiapan  bahan  konsep keputusan
gubernur  tentang penetapan pejabat
pengelola barang milik daergh, penguris
barang pengguna dan pengurus barang
pembantu;

- PEmantauan, evaluasi, dan penvusunan

laporan kegiatan Subbidang
FPerencanaan dan Penatausahaan
Barang Milik Daerah dan

pelaksanaan tugas lain vang diberikan
olch  atasan sesuai dengan tugas dan
fungsi Badan.

22, Ketentuan Pasal 64 diubah, schingga berbunyi
sebagal berikut:

(1)

(2}

Pasal 64

Subbidang Pendavapginaan dan
Pengamanan  Barang Mililk Daerah
schagaimana dimaksud dalam Pasal 3
avat (1) huruf h angka 2 berkedudulkan
di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pengelola Barang Milik
Daerah,

Subbidang Pendayagunaan dan
Pengamanan Barang Milikk Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin olch Kepala Subbidang.

23, ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut;

(1]

Pasal 65
Subbidang Pendayagunaan dan
Pengamanan Barang Mililk Dacrah
sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 64
mempunyai  tugas melaksanakan urusan
pendayapunaan, pemeliharaan dan
pengamanan barang milik daerah.



(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimalsud pada avat (1], Subladang

Pendavagunaan dan Pengamanan Barang

Milik Daerah mempunyai fungsi:

.

penyusunan  rencana  kerja Subbidang
Pendayagunaan dan Fengamanan
Barang Milik Daerah;

perylapann bahan penyusunan  dan
melaksanakan kebijjakan pemanfaatan,
pemeliharaan dan pengamanan seria
perunjuk teknisnya;

penviapan bahan koordinasi pelaksanaan
penilaian  barang milk daerah dalam
rangka pemanfaatan barang milik
daerah;

penyiapan bahan pembmaan,
pengawasan dan  pengendalian  terkait
pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengamanan  barang milik  daerah
perangkal daerah dan BLUD;

penyiapan bahan pengumpulan,
menganalisis dan mengevaluasi usulan
pemanfaatan, pemeliharaan dan
pengamanan barang milik daerah;
petviapan bahan pelaksanaan klarifikasi
data barang milik daerah dalam rangka
progses pemanfaatan, pemeliharaan dan
PETZAITIATIAN,

penviapan bahan pelaksanaan proses
administrasi pemanfaatan, pemeliharaan
dan pengamanan fisik barang  milik
daerah;



h. penviapan bahan pelaksanaan proses
sewa, pingam pakai, bangun serah guna,
bangun Euna gerah, kerjasama
pemanfaatan dan kerjasama penvediasn
infrastruktur barang milik daerah;

i. penyiapan bahan penyusunan lkonsep

keputusan subernur terkait
pernanfaatan, pemeliharaan dan
pengamanan barang milik daerah;

j.  pemantauvan, evaludasi, dan

peEnvusunan laporan kegiatan
Subbidang Pendayagunaan dan
Pengamanan Barang Milik Daerah; dan

k. pelaksanaan rtugas lain yvang diberikan

oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsi Badan,

24, Ketentuan Pasal 66 diubah, sehingga berburnyi

sebagai berikut:

i

(2]

Pasal 66

Subbidang Pemindahtanganan —dan
Penghapusan Barang DMilik Daerah
schagmmana dimaksud dalam Pasal 3
avat (1) huruf h anglka 3 berkedudukan
di  bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang Pengelola Barang
Milik Daerah.

Subbidang Pemindahtanganan  dan
Penghapusan Barang Milik Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh Kepala Subbidang,

25, Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga berbunyi
sehagal berikut:



(1)

(2]

Pasal 67
Subbidang Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik  Daerah
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 66
mempunyai igas melaksanalkan
penvusunan standar harga barang/jasa
berdasarkan jenis dan tipe barang/jasa,
pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan barang milikk daerah.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), Subbidang
Pemindahtangansn dan  Penghapusan
Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:
A. pPoOvVUsUIIan reEncana kerja
Subbidang Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah;
b, penyiapan bahan penyusunan dan
melalksanalkan kebijakan terkait

standar harga barang /jasa
herdasarkan jenis dan tipe
barang/jasa, permindahtanganan,

pemuEanahan dan penghapusan serta
penanuk teknisnya;

¢, PenyiapsEn bahan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terkait
standar harga barang /jasa
pemindahtanganan, permuishaban Jdan
penghapusan barang wmilik dacrah
perangkat daerah dan BLUD;

d. penviapan bahan koordinas
pelaksanaan penilaian barang milile
daerah dalarm rangka
pemindahtangan barang milik

daerah;



1P

penyiapan bahan pengumpulan,
menganalisis dan mengevaluasi
usulan standar harga barang/jasa
berdasarkan jenis dan Lipe
barang/jasa, pemindahtanganan,
pemusnahan dan penghapusan

barang milik daerah:

f. penyiapan bahan pelaksanaan
klamfikasi data barang milik daerah
dalam rangka proses

pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan;

g. penyiapan babhan pelaksanaan proses
pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan bharang milik daerah;

h. penyiapan bahan pelaksanaan proses
admimistrasi penyusunan  standar
harga barang/jasa berdasarkan jenis
dan tipae: barang/jasa,
pemindahtanganan, pemusnahan dan
penghapusan barang milik daerah:

1. penyiapan bahan konsep keputusan
gubernur terkait pemindahtanganan,
pemusnahan dlan penghapusan
barang milik daerah;

. pemantauan, evaluasi, dan
PENVUSUNAnN laporan kegatan
Subbidang Pemindahtanganan dan
Penghapusan Barang Milik Daerah;
dan

k. pelaksanaan tugas lain vang diberkan
oleh arasan sesuai dengan fugas dan

fungsi Badan.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan  Peraturan  Gubernur ini  dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa
Yogvakarta.

Ditetapkan di Yogvakarta
pada tanpggal '-.[JD,HUFPE'.EIDII

s Y GUBERNUR
\; HISTIMEWA YOGYAKARTA,

..'_.".:-__ p

b A
WA HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal \{ JANUARI Z0ZI

SEKRETARIS DAERAH

BERITA [E!AERAII DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUNZOZ I NOMOR &



